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INTISARI 

 

Disertasi ini berjudul Ius Constituendum Pengaturan Keterbukaan Informasi 

Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Guna 

Meningkatkan Pelindungan Bagi Pemberi Dana. Tujuan penelitian disertasi ini 

adalah untuk menggali, mengkaji dan menganalisis arti penting pengaturan 

keterbukaan informasi secara komprehensif dalam regulasi penyelenggaraan 

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), dan 

bagaimana ius constituendum pengaturan keterbukaan informasi penyelenggaraan 

LPBBTI yang dapat meningkatkan pelindungan bagi Pemberi Dana. 

Metode penelitian disertasi ini bersifat normatif. Metode penelitian bersifat 

normatif dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk meneliti 

norma hukum/peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan peraturan perundang-undangan, 

pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif guna menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dilakukan 

secara deduktif. 

Penelitian disertasi ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, bahwa 

keterbukaan informasi menjadi suatu hal yang penting untuk diatur secara 

komprehensif dalam penyelenggaraan LPBBTI karena adanya tiga argumentasi 

yang mendasari. Secara filosofis, nilai keadilan dan nilai pelindungan hukum 

menjadi dasar pengaturan sektor jasa keuangan termasuk LPBBTI. Secara yuridis 

masih terdapat kelemahan mendasar dalam substansi pengaturan keterbukaan 

informasi penyelenggaraan LPBBTI saat ini. Secara sosiologis, terdapat enam 

argumentasi yang menunjukkan pentingnya pengaturan keterbukaan informasi 

secara komprehensif dalam penyelenggaraan LPBBTI. Kedua, ius constituendum 

pengaturan keterbukaan informasi penyelenggaraan LPBBTI guna meningkatkan 

pelindungan bagi Pemberi Dana dapat dilakukan melalui penyusunan suatu 

Rancangan Undang-Undang Teknologi Keuangan (RUU Teknologi Keuangan). 

RUU Teknologi Keuangan dapat disusun dengan merumuskan dan menempatkan 

keterbukaan informasi sebagai asas utama penyelenggaraan LPBBTI dimana 

LPBBTI merupakan bagian dari penyelenggaraan teknologi keuangan. Guna 

meningkatkan pelindungan bagi Pemberi Dana, penulis mengemukakan lima 

materi muatan pengaturan keterbukaan informasi yang terdiri dari: (1) definisi 

keterbukaan informasi yang meliputi informasi-informasi penting dan relevan 

untuk dibuka dalam penyelenggaraan LPBBTI, (2) subjek pengaturan yang 
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meliputi kewajiban keterbukaan informasi oleh Penyelenggara dan Penerima Dana, 

(3) jenis keterbukaan informasi yang meliputi keterbukaan pada masa penawaran 

pendanaan dan keterbukaan berkelanjutan, (4) cakupan informasi yang wajib 

dibuka oleh Penyelenggara dan Penerima Dana, (5) tanggung jawab hukum atas 

pelaksanaan keterbukaan informasi. 

  

Kata-kata kunci: Ius constituendum, pengaturan, keterbukaan informasi, LPBBTI, 

pelindungan hukum, pemberi dana.  
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Abstract 

This dissertation is entitled Ius constituendum of Information Disclosure 

Regulation on the Implementation of Information Technology-Based Collective 

Financing Services to Improve Protection for Funder. The purpose of this 

dissertation research is to explore, review and analyze the importance of 

comprehensive information disclosure arrangements in the regulation of the 

implementation of Information Technology-Based Joint Funding Services 

(LPBBTI), and how the ius constituent of information disclosure arrangements 

for the implementation of LPBBTI can increase protection for Funders. 

This dissertation research method is normative. Normative research 

methods are carried out using secondary data sources to examine legal 

norms/legislation. The research was conducted using a philosophical approach, 

legislative approach, conceptual approach and comparative approach. Data 

analysis is done qualitatively to answer the formulation of the problem. 

Conclusions were drawn deductively. 

This dissertation research resulted in two conclusions. First, that 

information disclosure is important to be comprehensively regulated in the 

implementation of LPBBTI due to three underlying arguments. Philosophically, 

the value of justice and the value of legal protection are the basis for regulating 

the financial services sector including LPBBTI. Juridically, there are still 

fundamental weaknesses in the substance of the current LPBBTI information 

disclosure regulation. Sociologically, there are six arguments that show the 

importance of comprehensive information disclosure arrangements in the 

implementation of LPBBTI. Second, the ius constituendum for the regulation of 

information disclosure in the implementation of LPBBTI in order to increase 

protection for Funders can be done through the drafting of a Financial 

Technology Bill. The Financial Technology Bill can be formulated by 

formulating and placing information disclosure as the main principle of 

LPBBTI implementation where LPBBTI is part of the implementation of 

financial technology. In order to improve protection for the Funders, the 

author suggests five contents of information disclosure regulation consisting 

of: (1) definition of information disclosure which includes important and 
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relevant information to be disclosed, (2) subject of regulation which includes 

the obligation of information disclosure by the Organizer and the Fund 

Recipient, (3) types of information disclosure which include disclosure during 

the funding offering period and continuous disclosure, (4) scope of information 

that must be disclosed by the Organizer and the Fund Recipient, (5) legal 

responsibility for the implementation of information disclosure. 

 
Keywords: Ius constituendum, regulation, information disclosure, LPBBTI, 

legal protection, funders. 
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